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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa penulis sebagaimana dituangkan dalam Bab IV, 

maka dapat disimpulkan : 

1. Belum adanya kesepahaman mengenai ruang lingkup dari sengketa 

konsumen tergambar pada saat proses penyelesaian sengketa. Adanya 

perbedaan pandangan terkait dengan ruang lingkup dari sengketa 

konsumen antara BPSK dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga 

yudikatif yang menerima permohonan kasasi atas putusan BPSK. 

Dimana BPSK memandang adanya kerugian materil yang dialami oleh 

konsumen atas tindakan dari pelaku usaha menjadi ruang lingkup dari 

sengketa konsumen. Sedangkan Mahkamah Agung dalam menentukan 

sengketa termasuk sengketa konsumen atau bukan lebih menilai pada 

hal yang mendasari atau menyebabkan terjadinya sengketa. Adanya 

perbedaan tersebut, mengakibatkan terhambatnya proses penyelesaian 

sengketa. Hambatan tersebut dapat merugikan konsumen dengan 

pelaku usaha, terlebih konsumen yang sejak awal memiliki kedudukan 

yang lemah dan harus dihadapkan lagi dengan proses penyelesaian 

sengketa yang tidak pasti. 

UUPK telah mengatur ketentuan mengenai sengketa konsumen yang 

tercantum dalam Pasal 23. Disebutkan dalam Pasal 23 UUPK bahwa 

sengketa konsumen timbul apabila pelaku usaha menolak dan/atau 

tidak memberi tanggapan, dan/atau tidak memenuhi tuntutan 

konsumen yang mengalami kerugian, kerusakan, pencemaran akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan 

atau diperdagangkan olehnya. Yang berarti bahwa objek dari sengketa 

konsumen adalah barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dan/atau 

dimanfaatkan oleh konsumen itu sendiri dan tidak untuk 

diperdagangkan. Adanya kerugian yang diderita oleh konsumen tidak 

serta merta menimbulkan sengketa konsumen, tetapi sengketa 
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konsumen timbul pada saat pelaku usaha tidak memberi tanggapan, 

dan/atau tidak memenuhi tuntutan konsumen yang mengalami 

kerugian, kerusakan, pencemaran akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan 

olehnya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Timbulnya 

sengketa konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk 

menggugat ganti rugi kepada pelaku usaha baik melalui BPSK atau 

melalui peradilan di tempat kedudukan konsumen.  

Para pihak yang terlibat dalam sengketa konsumen adalah pelaku 

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UUPK dengan 

konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUPK. 

Adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen 

merupakan kemungkinan awal dari adanya suatu sengketa. Karena, 

tanpa adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen 

maka sengeketa konsumen tidak mungkin terjadi. Hubungan hukum 

yang dapat terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen yaitu 

hubungan langsung yang didasari dengan perjanjian dan hubungan 

tidak langsung yang tidak didasari dengan perjanjian tetapi hubungan 

tersebut ada karena dikehendaki oleh hukum. Sehingga, muncul nya 

sengketa konsumen dapat bersumber dari perjanjian atau sengketa 

konsumen yang bersumber dari hukum.  

2. BPSK sebagai badan yang memiliki tugas dan wewenang untuk 

menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen 

memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi. 

Adanya pengaturan klausula baku dalam perjanjian standar yang 

tercantum dalam Pasal 18 UUPK mencerminkan bahwa UUPK 

mengakui hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat 

didasari dengan adanya suatu perjanjian. Adanya perjanjian yang telah 

disepakati antara pelaku usaha dengan konsumen menimbulkan hak 

dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

Apabila salah satu pihak atau para pihak dalam perjanjian tersebut 
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tidak memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian, maka 

pihak yang tidak memenuhi tersebut dikatakan telah cidera janji 

(wanprestasi). Sengketa wanprestasi merupakan sengketa yang berada 

pada lingkup hukum perdata, yang mana BPSK sebagai badan di luar 

peradilan memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara 

pelaku usaha dengan konsumen yang berada pada lingkup hukum 

perdata. Karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 UUPK 

menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar peradilan bertujuan 

untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi 

dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi 

kembali kerugian yang diderita konsumen.  

Namun, perlu diingat bahwa sengketa wanprestasi yang menjadi 

kewenangan dari BPSK adalah wanprestasi yang didasarkan pada 

perjanjian standar. Selain itu, karakter sengketa konsumen yang 

bersifat sederhana dan berskala kecil lebih cocok untuk diselesaikan 

diluar peradilan. Mengingat penyelesaian sengketa di peradilan yang 

cenderung memakan waktu dan biaya sehingga tidak sebanding 

dengan sengketa konsumen yang bersifat sederhana dan berskala kecil. 

Apabila diselesaikan di pengadilan cenderung untuk lebih memberikan 

kerugian lebih baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Maka dari 

itu, BPSK dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan sengketa 

dengan proses cepat, murah, dan profesional.  

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar : 

1. Perlu adanya kesepahaman mengenai ruang lingkup dari sengketa 

konsumen, khususnya bagi para penegak hukum dalam rangka 

penyelesaian sengketa konsumen seperti BPSK sebagai badan 

penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan, Pengadilan Negeri 

sebagai pihak yang menerima keberatan atas putusan BPSK, dan 

Mahkamah Agung sebagai pihak yang menerima kasasi putusan 

Pengadilan Negeri atas keberatan putusan BPSK. Kesepahaman ini 
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dapat diwujudkan dengan pengaturan yang lebih jelas mengenai ruang 

lingkup dan batasan sengketa konsumen yang dituangkan dalam 

UUPK. Sehingga perlu untuk dilakukannya revisi dari UUPK.  

2. Perlu dilakukannya revisi terhadap UUPK, sebagai payung hukum 

dalam pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia. Khususnya 

terkait dengan kewenangan, tugas, serta produk hukum BPSK agar 

lebih jelas dan kuat kedudukannya. Karena pengaturan BPSK dalam 

UUPK masih dinilai memiliki kelemahan dan saling bertentangan. 
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